
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN  
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 

NOMOR  16  TAHUN 2010 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS  
PERENCANAAN  PEMBIAYAAN  PENCAPAIAN  STANDAR  PELAYANAN  

MINIMAL  BIDANG  PERUMAHAN RAKYAT  DAERAH PROVINSI  
DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
MENTERI  NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) 

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan 
Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat 
tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan 
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan 
Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3318); 

  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan 
dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3469); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
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  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585 ); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan  Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737 ); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan 
Standar Pelayanan Minimal; 

  7. 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal; 

  8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan 
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan 
dan Permukiman; 

  9. 
 

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota. 
 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN 
PEMBIAYAAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN 
MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. 

 
 

Pasal  1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah 

tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang 
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi 
dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat 
Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota berupa masukan, proses, hasil, dan/atau 
manfaat pelayanan. 

2. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 
target (nilai) indikator Standar Pelayanan Minimal secara bertahap yang 
ditentukan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi dan 
Daerah Kabupaten/kota. 
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